KASUS POTONGAN DANA BANTUAN GEMPA MASJID, TERDAKWA
SILMI MENGAKU DITEKAN KAKANWIL KEMENAG NTB

https.://www.bbc.com

Mataram (Suara NTB) — Majelis hakim memeriksa terdakwa H. Silmi dalam sidang
korupsi pemotongan dana bantuan perbaikan masjid terdampak gempa tahun 2018. Silmi
mencabut kesaksiannya untuk terdakwa lain. Alasannya, selama ini mantan Kasi
Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB ini di bawah tekanan pimpinannya.

Terdakwa Silmi diperiksa dalam sidang, Selasa, 16 Juli 2019 di Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Mataram. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif.
Silmi didampingi penasihat hukumnya, Burhanudin.

Silmi memulai jawaban atas pertanyaan hakim dengan pernyataan pencabutan
kesaksian. Baik dalam berkas berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polres Mataram,
juga kesaksiannya untuk terdakwa M Ikbaludin, mantan Kabag TU Kemenang Lombok
Barat.

“Saya ingin menyampaikan bahwa keterangan saksi Kamis lalu tidak benar, begitu juga
keterangan dalam BAP kepolisian. [tu semua bukan atas kemauan saya. Tapi itu atas saran
Kakanwil Nasrudin,” sebut Silmi.

Pernyataan itu untuk membuka keterangan yang menurut pengakuannya benar. Yang
antara lain, bahwa potongan sebesar Rp30 juta terhadap masjid terdampak gempa bukan
atas keinginannya. Melainkan Kepala Kanwil Kemenag NTB.

“Beliau (Kakanwil Kemenag NTB) sampaikan untuk meminta kepada setiap masjid dan
mushola, 30 persen dari dana bantuan yang didapatkan. Kalau tidak, jangan dipaksakan,”
beber Silmi memulai pengakuan.

Duit potongan tersebut, sambung dia, diklaim untuk diberikan kepada masjid yang tidak
mendapat jatah. Sementara dana bantuan jumlahnya terbatas. Perintah itu diterimanya saat
bertandang ke rumah Kakanwil dalam suatu petang di bulan Oktober 2018.

Silmi melanjutkan, dia pertama kali menerima uang hasil potongan dari sejumlah masjid
sebesar Rp25 juta. Itu pada Januari 2019. Uang tersebut diterima dari Ikbaludin. “Saya
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terima dan besoknya langsung saya masukkan ke rekening saya sendiri. Belum saya
laporkan (kepada Kakanwil),” beber Silmi.

Selanjutnya, Rp30 juta lagi menyusul. Transaksinya antar rekening Ikbal ke Silmi. Silmi
kala itu sedang ada kegiatan dinas di Jakarta. “Masuk uang itu, langsung saya kabarkan
kakanwil dan disuruh ambil Rp20 juta, dan saya tarik Rp10 juta dua kali, Rp10 juta pertama
tarik tunai di bank dan transfer ke Kakanwil dan yang penarikan kedua itu saya kirim lewat
rekan saya,” terangnya.

Polres Mataram rupanya mengendus hal tersebut. Serangkaian operasi tangkap tangan
membuat saksi Lalu Basuki Rahman, PNS pada KUA Gunungsari, Lombok Barat
diamankan. Silmi yang waktu itu Plt Kepala Kemenag Sumbawa Barat baru dengar kabar
sepulang dari Jakarta.

Menemui Kakanwil Kemenag NTB, H Nasrudin adalah hal pertama yang dilakukannya.
Dia menyebut, pimpinannya itu meminta dirinya mengembalikan uang yang sudah disetor
itu ke Ikbal. “Malam itu juga saya tarik lewat ATM, karena kurang tidak bisa penuh Rp20
juta, sisanya pada pagi harinya saya titipkan lewat istrinya Ikbal,” kata Silmi. Pengembalian
uang itu dilengkapi dengan kuitansi yang menyatakan penggantian pinjaman.

Hakim Isnurul tak langsung percaya. Ketua PN Mataram ini langsung mencecar Silmi
kembali mengenai kewenangan H Nasrudin dalam proses pemberian bantuan senilai total
Rp6 miliar tersebut.

“Kenapa harus ada potongan 30 persen, kenapa mesti diambil kebijakan setelah itu,
tidak dari awal dibagi dan di-SK-kan. Padahal Kakanwil di sini punya kewenangan untuk
menentukan besaran dana bantuan setiap masjid itu, kenapa tidak diatur di awal saja,” tanya
Isnurul tegas. Silmi hanya tertunduk. Tidak ada kata dan kalimat yang meluncur dari
bibirnya. Hal itu memberi penanda dirinya tidak mengetahui. Isnurul menanggapinya lagi.

“Coba dari awal penyidikan menyatakan ini, mungkin anda sudah bersama-sama (H
Nasrudin) duduk di sini, sayangnya baru sekarang,” tegasnya. Jaksa penuntut umum Iman
Firmansyah lantas menunjukkan bukti rekaman transaksi rekening H Silmi yang dicetak
dalam bentuk rekening koran. Transaksi yang tertera antara tanggal 16 Desember 2018
sampai 9 Januari 2019.

Bukti itu menerangkan nihilnya penarikan dana sebesar Rp20 juta, seperti diklaim
Silmi. Malah sebaliknya, catatan menyebut ada dana masuk yang totalnya sampai Rp100
juta.

“Yang ada itu uang masuk Rp30 juta pada 7 Januari 2019. Setoran dari Ikbal Rp25 juta
itu tidak ada di sini, yang ada penarikan Rp15 juta, justru ada pemasukan Rp100 juta,” kata
Isnurul.

Silmi berkilah lagi dengan mengaku tidak ingat perihal pengiriman Rp20 juta kepada
Kakanwil. Keterangan Silmi pada persidangan itu final. Sesuai dengan pernyataannya
sebelum sidang ditutup.

H. Silmi diajukan ke persidangan bersama terdakwa lain, yakni Muhammad Ikbaludin,
dan Lalu Basuki Rahman atas dakwaan pemotongan dana bantuan 12 masjid di tiga

kecamatan di Lombok Barat sebesar Rp104 juta. (why)

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Halaman 2



Sumber Berita:

1. https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/07/273275/Kasus.Potongan.Dan
a.Bantuan.Gempa.Masjid.Terdakwa.Silmi.Mengaku.Ditekan.Kakanwil. Kemenag NT
B/

2. https://www.antaranews.com/berita/961721/kakanwil-kemenag-ntb-bantah-berikan-

perintah-pemotongan-dana-masjid
3. https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/07/273330/Kasus.Dana.Masjid,
Kakanwil. Kemenag.NTB.Tantang.Pembuktian.Setoran.Dana/

4. https://www.antaranews.com/berita/983828/pejabat-kanwil-kemenag-ntb-terdakwa-

pungli-dituntut-delapan-tahun

Catatan:
Pengertian korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak

didefinisikan secara jelas, namun berdasarkan laman wikipedia, diketahui bahwa Korupsi
(bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) didefinisikan sebagai tindakan pejabat publik,
baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang
secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan
kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.! Tindak pidana korupsi
merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana yang
khusus, yaitu undang-undang No. 31 tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-
undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001). 2

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan oleh pengadilan khusus yang berada
di lingkungan Peradilan Umum sebagaiman disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 46 Tahun 2009. Wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 6 adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

a. tindak pidana korupsi;

b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi;
dan/atau

c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak
pidana korupsi.

Tentang kekuatan BAP sebagai alat bukti:

Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara
pemeriksaan saksi (“BAP Saksi”’) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP Saksi
sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung
No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi

! https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
2 http://jpuarifsuhartono.blogspot.com/2012/06/kekhususan-undang-undang-tindak-pidana.html
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dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan
Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara,
termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim
untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki
kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP
merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang

dibuat di luar negeri oleh pejabat asing.’

3 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-
saksi-di-persidangan/
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